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Perlindungan hukum terhadap usaha kecil merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33
amandemen keempat khususnya pada ayat ke-empat, dimana perekonomian nasional diselenggarakan
berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional. Ritel merupakan sektor yang memiliki peranan besar dalam perekonomian nasional. Perlindungan
hukum pada sektor ritel dilakukan melalui beberapa produk regulasi yang memberikan proteksi kepada
pelaku usaha kecil dan bersifat memberikan batasan berupa aturan yang limitatif bahkan menjadi entry
barrier terhadap peritel modern. Pada tesis ini membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap
usaha kecil di Indonesia, juga membahas adanya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil pada
sektor ritel di wilayah DK Jakarta pada khususnya menurut perspektif hukum persaingan usaha. Metode
yang digunakan dalam tesisini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian menyatakan bahwa bentuk
perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu
fasilitatif dan protektif. Untuk pengeculaian terhadap usaha kecil dari penerapan Undang-undang Nomor 5
Tahun disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap usaha kecil sebagai
salah satu pilar pilar ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama dukungan, perlindungan dan
pengembangan seluas-luasnya sesuai dengan amanat Tap MPR-RI Nomor 16/MPR/1998 tentang politik
ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Sedangkan terkait penerapan perlindungan hukum,
permasalahan persaingan usaha pada sektor ritel di DK Jakarta adalah terkait dengan penegakan hukum
terhadap regulasi pada sektor ritel khususnya pengaturan zonasi terkait pendirian ritel modern dan jam
operasional ritel modern. Masih maraknya pelanggaran terhadap regulasi yang ada berimplikasi terhadap
persaingan antararitel modern dan ritel tradisional di wilayah DKI Jakarta. Selain hal tersebut masih
terdapat celah dalam pengaturan perpasaran swasta di wilayah DK Jakarta dimana belum up date terkait
munculnya jenis Toko Modern dengan format yang baru.

<hr>

Legal protection for small business was commanded by UUD 1945 Article. 33, 4th amendment which
sentence that The national economy is provided based on on economic democracy with the principles of
community, efficiency with the fairness, sustainability, environmental view, reliant aso keep the balances of
national progress and national economic unity.Retail take a big portion on national economics. Legal
protection for the sector held by regulation which give protection to the small business and limitate modern
retail. The other side this kind of regulation not proper with the principle of fair competition which promote
efficiency and open maket. This thesis resume how the legal protection was deployed to the small business
in Indonesia. The exemption of Law N0.5/1999 for small business also analyze in the thesis. Last thisthesis
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take areview about the deployment of legal protection for small business on retail sector in Jakarta from the
competition law framework. The methods of the research using yuridis normative with the statute and
conceptual approach. The result says that legal protection for small business can be categorized into
facilitative and protective form. About the exemption, it was kind of the state alignments for the small
businesses as one of the national economics pillars which should have priority, support, and development as
mandate by Tap MPR-RI Nomor 16/MPR/1998 about politics of economy for economics democracy.
There?s still vioation on the application of the protection especially about zoning and time operating of
modern market which has implications to the competition between traditional retail and modern retail.



